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P
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R 15 TAHUN 2009

TENTANG

TATA NAS
AH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BANTAENG
BUPATI BANTAENG

a. bah
Wa dalam rangka meningkatkan tata tertib administrasi darn

perkemban N sistem administrasi perkantoran sesual dengan
mengatur Tgaen PEme“”“?ha"' dan Pembangunan, dipandang F:I'E!‘lu
Kabupat a1a Naskah Dinas di Lingkungan Organisasi pemerintzh
u,:,m;.a ;I'T Bantaeng sesual Peraturan Menteri Dalam Meger
iomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Diias di
grungan Pemerintah Kabupaten/Kata,sebagaimana telah diubah
dengan Pesaturan Menteri Dalam Negert Nomor 10 Tahun 2008;

. bahwa untuk mengatur hal-hal schagaimana dimaksud huruf a

diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantzeng tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

. Undang - Undang MNomor 29 Tahun 1955 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat Il ¢ Sulawes (Lembaran Megara Tahun 1339
Namor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

. Undang-Undang Momor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturar Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389}

. Undang-undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomar 4437}
sebagaimana telah dubah terakhir dengan Undang-Undang Momor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

tah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang
Megara (Lembaran Negara Tshun 1951 Nomor 111, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3037);
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* Peraturan pe,
."ra'“bﬂng Nenaran?h Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan
AMbahan Lamps, —-M02rN Negara Tahun 1958 Momor 1971,
9ran Negara Namor 1636);
E- PEf'Etur‘an pﬂw \

Peranggat "ah Nomor 41 Yahun 2007 tentang Organisasi
ng Organ

2007 Num::?ambr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Momar 4741); + lambahan Lembzran MNegara Republik Tndonasia

. Peraturan M
Pedoman _I;!aLtm-i Dalam Megeri Momor 3 Tahun 2005 tentang
Kabupateny Maskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Menteri D Oa sebagaimana telah diubah dangan Peraturan

21am Neger| Nomor 10 Tehun 2008;
8. Kepu :
ﬂmrlg.::g; fi Dalam Megeri Momor & Tahun 1988 tentany
Lemba Kegiatan Instans Vertikal di Daerah (Tambahan
Neceran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran

Keputusan Bersama Menteri Pariwisala Pos dan Telekomunikas
dan Menteri

: Dalam Megeri Momar B.48/HK.103/MPTM-B3, Nomar
5 Tahun 1988 tentang Kode Pos Indonesia;

10.Keputusan  Menter Megara Pendayagunaan Aparatur Negars

Nomnr 71 Tahun 1993 tentang Pedernan Umum Taka Persuralan
Dinas;

11.Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembertuli
dan Susunan Organisasi Sekrelarial Daerah Kabupaten Bantacd|
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomaor 25 Tahun 2684 |

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG TATA'NAS!{AH DIMAS O
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

HaB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan ;

3. Pemerintan Daerah adalah Pemerintah Kabupalen Bantaeng;
6. Bupali adalah Bupati Bantaend: |
¢ Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bantaend;
f

Sokretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Bantaeng;

ot (yaerah, Dinas Daerah, Lk
: hy adalah Sekretarial |Jaerah,
“atuan kerja Perangkat Daera

Toknis Daerah Kecamatan dan Kelurahan.

' | entuk tertuhs;
(. MNaskah Dinas adalah aiat komunikasi kedinassn dalam b

l.:lull H.I..l: chalrymn
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iop MNaskah Dinas adalan baglan teratas dari ; emual SoDutn
: Naskah Dinas yand .
a pﬂnﬁgﬂhﬂn Kerla Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupalen

gan

n
stempe! Jabatan adalah alatjeap yan an untuk mensankan suatu Naska
pinss Yang elzh ctandatangani len Bugatywakl Bupel stou Kewa/Wakl €112

Daerah Kabupaten Bantaeng; bk
, Sempel Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah alat/cap yang digunakan g

perwenand di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng; an Namd
papan Nama Satuan Kerja Perangkal Daerah ada'ah papan yang Dertulls
k dan alamat Instansi;

K. sampul Nfﬁkﬂh Dinas adalak Sampul atau alat pembungkus Naskah Dinas yond
mempunyal kop sampul Naskah Dinas; 45 YOG
. Kop Sampul Naskah Dinas adalah bagian terates dari sampul Naskan B b 0
" memuat sebutan Pimpinan Pemerintah Daerah atau Nama Satuan Ker@
paerah dan nama Daerah yang bersangkutan.

Bag 1
MASKAH DINAS

Pasal 2

lam bentuk.
nasiah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaend dirumuskan da

dany sucunan Produk-Produk Hulkum dan dalam bentuk surat.

Pasal 3
i satuan Kerjd
Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupalen Bantaeng diclah oleh
perangjkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaend.

Pasal 4

i okl
Bantaeng ditandatangan!
naskah Dinas diingkungan Pemenniah Ksbupaten PStECR b Vot Daera-

Ketua/Wakil Ketua Dewan Pe h
Huflﬂ;:kgﬂﬁfg ﬂﬂ?ﬂhﬁtﬂﬂiﬂgmngan Permenntah Kabupaten Baptaeng Yan.
Fapupa

diberi wewenang untuk .
Pasal 5

pwenang untuk menandatangan Mk

Jeris naskah Dinas witd pERT e v sebagaimana tercantum pad

Dinas difingkungan pemerintah Kabupaten Bantaeng
I:ampiran | Peraturan ini.
Pasal ©

h Dinas yang karena sifat kekhususaniys

naska )
Ketentuan-ketentuan Yers s s fLati etentuan-ketentlsan yang heriakn

ini i mengi
lidak diatur dalam Peratura ini, tetapi meng

I.:lull H.I..l: chalrymn
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BAB 101
STEMPEL JABATAN DAN STEMpE, SATUAN KERIA PERANGHAT DAERAH

Bentuk, Ukuran dan 1si

Pasal 7
(1) Stempel Jabatan dan Stempel instansi berbentuk Lingkaran;
(2) Stempel j2batan dan Stempel Instansi sebagaimana dimaksud pada ayet (1)
terdirl atas
garls lingkaran luar:
garis lingkaran tengah,

garis lingkaran dalam:
isi stempel,

=

Pasal B

Ukuran Stempel sebagaimana dimaksud pada pasal 7 adalah | ]
g, Ukuran garis tengah lingkaran luar Stempel Jabatan dan Stempel Instans: 4 Lm,

b, Ukuran gars tengah lingkaran tengah Stempel Jabatan dan Stempel Instansi
adalah 3,8 Cm;

c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam Stempel Jabatan dan Stempel Instans:
adalah 2,7 Cm;

4. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat datsm lingkaran dalam maksimal 1 Cm.
i Pasal 9

(1) Sternpei Jabatan berisi Nama Jabatan dan Nama daerah;

(2) Stempel Jabatan Bupati menggunakan Lambang Negara; _

(3) Stempel Jabatan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantaeng menggunakan
Lambang Daerah;

(4} StﬁmDE|g]n5tElr'|5i berlsi Nama Instansi dan [Ceerah yang Dersangkulan Tanp
mengqunakan lambang.

Pasal 10
Stempel untuk keperiuan tertentu ditetapkan dengan Keputusan Bupat.

Pasal 11

| Jabatan dan Stempel Satuan Kerja F'_i:rangkaL Daerfm
ﬁﬁ;&f;ﬁﬁrﬂﬂiﬁfm sehagaimana terantum pada lampiran 1T Peraturan
ini,

EIH.II H.I..l: ;.hllllup.il .
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Bagian Kedug
Penggunaan

Pasal {3

pejabiat yand berhak mempy,

dimaksuc dalam pasal @ ayg {r_:;al dan menggunakan Stempel Jabatan sebagaimana
Ketua Dewan Perwakilan Hahyatdx (3) Keputusan inl adalah Bupati dan Wakil Bupati,
paerah, erah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyal

Pasal 13

satan Kerfa Perangkat p -
menggurnakan Stempal E,Jm:ﬁ"iz .g“g;gd‘“"!lﬂ“ Pemerintah Kabupaten vang berhnk
ayak (4) Peraturan Ini adalahy : - orangkat Daerah sebagaimana dimaksud pasal 9

1. Sekretariat Daerah Kabupaten
2. Sekretariat DPRD Kabupaten
3. Dinas Daerah Kabupaten.

4. Lembaga Teknis Daerah ka
5. Kecamatan, Kelurahan, Dﬁpaten.

Pasal 14

Stempel Jabatan atau Stem

wama Ungu. Pel Satuan Kerja Perangkal Dacrah menggunakan Tinta

Pasal 1%

stempel Jabatan dan Stempel Satuan Ke
& . rja Perangkal Daerah dib |
kiri dan landatangan pejabal yang mnanﬂatangaﬁi. el s

Pasal 16
_ Pirnpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mem i
Puiyai dan berhak menggunaka
Stempel jabatan dan atau Stempel Instans| menunjizk Pejabst/Petugas terteﬁfu unlu:
menylimpan dan mengamankan penggunaan Stempel Jabatan dan Stempel Instansi,
BAB 1V
KOP NASKAH DINAS
Bagian Pertama
Bentuk dan Isi
Pasal 1/
(1) Kop Naskah Dinas Bupati/Wakil Bupati Bantaeng dengan menggunakan Lambaiig

Negara berwarna hitam dan ditempatkan di bagian tengah atas dan herLurigkaH
BUPATT BANTAENG,

l:llull H.I..l: ;.hllllul.il .
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@) Kop  Naskah Dings yqy
pertullskan  DEW a/Wala|
dengan men mmﬁﬂwt?w nm“w TDEW:!H kaﬂapr;_r:;kfﬂ D:mlh

Lam "3 Daerah berwamna hitam dan ditempatkan di

(3) kop Naskah Dinas par,

pantaeng dan nama jne Daerah memuat sehutan Pemerintah Kabupaten

m-,l-c- (%5 d@gan MHMTH":LE;‘EEL atamat, name lelepon, nomor Taximibie deen

hitam dan aitempatkan di bagian Hﬂ"’:{’:“'g Daerah Kabupaten Bantaeny berviarn

5.

4) Kop Naskah Dinas

o Kabupaten Baﬂtamgraﬂ':; "E-:fﬂl'lﬂ Millk Daerah memuat sebutan Pemenntah
nomar faximile dan kogda no. -Co2n USaha Milk Daerah, alamat, nomor telepan,
berwama hitam dan g TENGguUnakan Lambang Dacrah Kabupaten Bantaeng

it .

Deerah pada bagian Har?a? :‘;:" Pada bagian kirl Jtas dan logo Badan Usaha Milik
Kop Maskah D .

© Banlil.aeng, namargikf:tzr:hmt Korpri memuat sebutan Pemerintah Kabupatan
Lambang Daerah aamat‘ alamat, nomor faximile dan koge pos menggunakan
atas, N9 berwama hitam dan citempatian pada bagian kir

Pasal 18

uk, ukuran d :
Bent an s Kop Naskah Dinas Saluan Keria Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerinta . ;
m%’eﬁan ini. N Kabupaten Bantaeng sebagaimana lercantum pada Lampiran
Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal 19

(1)¥op Naskah Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1), digunakan untuk
Maskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupatl. Bl

(Z}Kop Masxah Din2s sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayal (2), digunakan wnlik

MNaskah Dinas yarg dtandatanganl oleh  Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyst Daerah Kabupaten.

() Kop Maskah Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3), digunakan untul:
Maskan Dinas Organisasi yang bersangkutan atau Pejabal lain yang ditunjuk.

(4 Kop Maskah Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (4)., digunakan untuk
Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Organisasi yang
bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk,

\9)¥op MNaskah Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (6), diguaakan onluk
Naskah Dinas yang ditandatangani olen Pimpinan Satuan Organisasi yang
bersangkutan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

l.:lull H.I..l: chalrymn
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SAMPUL NASIA DINAS

Ea'_-]ﬁﬂ PErtﬂl'l‘lﬂ

gan Pemesintah Daerah berbentuk empat
muda jenis kertas Cassing,

campul Naskah Ding i
(1) Sempul § Sebagaimana dimaksyg ayat {1), barukuran sebagai berfkut

———
Jenis Sampul f———
= . ___Ukuran
e ————— | Panjang |  Lebar
Kanton
Follo / |"-"|§p 41 Cm 0 Cm
 Falis 35 Cm 25 Cm
% Folio 2B Cm I3 Cm
2B ECm 149 Cm
Pasal 21

kop Sempul MNaskah Dinas Satuan Kerja Perangkzst Daerah memuat sebulan

Femerintah Kabupaten Bantaeng, Nama Instansi, alama il
kode pas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang o L Emﬂr telepan, faximile dan

Paszal 22

(1) Kop Sampul MNaskah Dinas Bupati/Wakil Bupati menggunakan Lambang Negam
benwarna hitam dan ditempatkan pada bagian tangah atas. St

(2} ¥op Sampul Naskah Dinas Ketua/Wakil Ketua Dewan Porwakitin Skl el
bertifiskan DEWAN PERAWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUFATEN BANTAEMG
dengan mengyunakan Lambang Daerah berwarnn hitam dan ditermpatkan i bagsn
kiri atas. '

{3) Kop Sampul Maskah Dinas Perangkat Dzerah menggunakan Lambang Daerah
berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kin atas.

{4) Kop Sampul Maskah Dinas BUMD menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam
dan ditempatkan pada bagian kiri atas, dan logo BUMD ditempatkan pada bagian
kanan atas.

(3) Kop Sampul MNaskah Dinas Sekretariat Korpri menggunakan Lambang Daeral
berwarma hitam dan diternpatkan pada bagian ki atas.,

Pasal 23

Benbuk, Ukuran dan Iz Kop Sampul Naskah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah di
U"gkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagaimana tercantum pada lampien |y
Buran ini,

EHﬂ,II H.I..l: ;.hllllup.il ;
.wﬂerEuﬂnm"



Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal 24

(1) Kop Sampul i :
dengan Naskahag?ah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1), dis
"Nas vang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati.

(2] Kop Nas £
Eﬁbﬁgaimﬁg nl:r:-lr:.afs Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ditandatangani aler ud pasal 22 ayat (2), dilsi dengan Maskah Dinas yang

gani aleh Ketua/Wakii Ketua DPRD) Kabupaten. '

3 K
(3} HU}F %:gpiﬂaskah Dinas Perangkal Daerah sehagaimana dimaksud Pasal 22 ayal
I:J-atr!rah ngen Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pejabata Perangkat

(4) :-’n?s dSBmpuI Naskah Dinas BUMD sebagaimana dimaksud pada pasal 22 avat (+)
&ngan Maskah Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat BUMD,

(5] Kop Naskah Ufﬂifﬁi Kovpri sebagaimana dimaksud pasa pasal 22 avat (5) dilsi
dengan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Korpri.

EAB VI
FAPAN NAMA
Bagian Pertama
Bentuk, Ukuran dan Isi
Pasal 25

(1) Fapan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupated
Banlaeng berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding .
(dua}, diisi nama Instansi, alamat, nomor telepon dan kade pos.

(2) Papan Nama Satugn Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)
berwarma putih dengan tullasan huruf balok berwama hitam.

Pasal 26

ngkat Daerah ditempatkan pada tempat yang straledqis,

Papan Nama Satuan Kerja Eera
muca dilinat dan serasi dengan letak bentuk gedundg.

Pasal 27

] " : ' h saty
i Keria Perangkat Daerah yang berada dibawa
E;#Hﬁgﬁmﬁ?::mm Eam papan nama yang bertuliskan semua nama satuan
oroanisasi,

I.:IIH.II H.I..l: ;.HIIHI.JI .
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dan Is! Papan Nama g
gl ebaga twan ey
#j‘"h L e "“ﬂﬂlammmﬁm Oaerah g gk

n Parat ungan

Fasal 29

rit2
’]#amglm Hukum dan Perundang-ynds
8 locuali Keputusan dibidang muytag) ;.;Epegs: kretariat Daerah Kahupaten
ﬁsm}, Waian dan Surat Keputusan

Pasal 30

. turan Perundang-undangan bery
jnls Perd 5@ pa Peraturan Daerah, a
l; il mengatur, balk yang ditandatangani langsung maupun m;s naﬁﬂn

Etﬂf Dagrahkﬂr‘l,
Pasal 31

gesizh Dinas pada Peraturan Daerah menggunakan Lambang Daerah dengan
vel Jebatan penandatangan.
Pasal 34

| Jabatan, Stempel Satuan Kerja Perangkat
Perangkal Daerah dan Samipul
turgl akan diatur germudian

Maskah Dinas, Stempe

uan tentan
: papan Nama Satuan Kerja

3. Kop Maskah Dinas, :
# linas bagi Perangkat Daerah yang belum sl Uk
g Haputusan Bupati.
gag Vil
’ KETENTUAN PENUTUF
pasal 33

fur
. paftaeng yang menda
I distapkannya Peraturan ink maka Pﬂtm?"miwgalmh gabupaten Bantaeng
™ Tata Naskah Dinas di Lingkungan pemerin

8 fak berlaku lagi.

E"d.ll I-d.i: ;.In.llul." i
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Pagal 34
ppraluran ini mulai berlaky, Pada Wi
Ha

pajar setiap orang da

Pal m ;
T o RS, e
m

i Mlahkan pwdwan Poeral ur o

erita Dacrah Kabupaten Bantaeng.

LT

Diletapkan di Bantaeng

Pada tanggal, 10 ~od - 26¢0
ke
i BUPATI RANTAENG

o

H. M NURDIN ABDULLAH

piunviangkan di Bantaeng
pacla 1anggal, 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

_SYAMSUD
pangkat : Pembina Utama Madya
MIP : 1953505 198303 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR |17

U ARA AN

|-I "l';n Lisl

| edsilde

| ST dn

Liphey Dpegn rafmni

| Hpenleg

—_— B L E——
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JENIS DA
NASKAH DINAS mummmm"'em-‘ﬁm”m g PENANDATAN
yMUM ERINTAH KABUPATEN bANTAENG
4 Maskah Dinas yan

d
Hukum adalah :  C"UMUSkan daian, 5
|. Peraturan Eﬁaah:
2 F'Emura“ B{jl}aﬁ;
3. Peraturan Bersama .
4. Keputusan Bupat. St
5. Instruksi Bupat),

B. Maskah Dinas yvang g
Surat Edaran, rliMuskan datam Alsunan dan bentuk surat adalah :
Surat Biasa

Unan dan bentuk Praduk-Produk

Surat Perjanijian

Surat Tugas

Surat Perintah Perjalan

Surat Kuasa PR
. Surat Undangan
. Surat Pernyataan Me
. Surat Panggilan PR TS
. Nota Dinas
. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas
. Lembar Disposisi
. Telaahan Staf
. Pengumuman
. Laporan
. Rekomendasi
. Surat Pengantar
. Telagram
. Berita Acara
. Berita Daerah
. Notulen
. Memo
. Daftar Hadir

27. Plagam/Sertifikat.
C. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintzh Kabupaten terdin
dari =

Serkretariat Dzerah;
Sekretariat DPRD;
Dinas Daerah;
Lembaga Teknis Daerah;
Pemerintah Kecamatan;
Pemerintah Kelurahan,
Pemerintah Desa.

Rl S e e el e el il - = T [ - . S S U AT
Hm.ﬁmeﬂmmﬁdmmalmMF..:.. b ' ;s o ] ' ' ]
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_.;[NEHAHG"" FEH"H“&T AN
renandatanganan “ﬂskah Dy

1. Bupati Eanmnn

101~

GANaN y
P ASKAH DINAS

2. Bupali manangy,
pﬂrtmm" Pen_m:ﬁ';’_" . Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan
Pﬁsmﬂ?ﬂ Memuat L.;Ehu“g':?a" M3 dalam bentuk surat yang
Ay-Undangap |E§+;n£a".3tau pelaksanaan dan Peraturan
b) Naskah Dings s ol
P bﬂgalmarn_dimaks:.td huruf @ ditijukan kepada
Hr:: en, MEMA%””‘KH"'E;E Daerah, Gubernur, Presiden, Wakil
Departemen, Organisas; He-.ﬁ?,- Pimpinan Lembaga Pemerintah

‘ ﬁ:&uﬂzaﬁnﬂ ;:;E Malangan, Penandatanganan Naskah Dinas
Peraturan Peryng kBN oleh Wakil Bupati sesual dengan
°Ng-undangan yang beriaiy,

d ti
) mm ﬂﬂh';l:;ﬂamerud&l@ﬂﬁhﬂn Penandatanganan Naskah Uinas
Keputusan Bupati kecuali ""E:;ur:!;n ﬁngﬂl:f secara tertulls dengan
e) Naskah Dinas ai
1. Peraturan ;?;Eh;
2, Peraturan Bupati;
3. Peraturan Bersamg Hupati:
4. Instansl Bupati; '
5. Surat edaran:
B. Surat Biasa;
7. Surat Keterangan;
8. Pengumuman;
9. Surat Perintah;
10, Surat perintah Perjalanan Dinas;
11. Surat Peranjian;
12. Surat Kuasa;
13. Surat Paroaiian;
14. Rekomendasi:
15. Surat Izir;
16. Surat Undangan;
17. Berlta Acara,
18, Piagam Penghargaan;
19, Laporan;
20, Memd;
21. Telegram,
22. Berita Daerah;
23. Piagam/Sertifikat;
24, Nota Dinas;
25. Lembar Disposisi.

mana dimaksyd pada huruf a terdirl dari ©

Arakatan serta pihak-pihak yanag _

[y b edal chanyan
ﬂl’!:mEr_nﬂnnr'



L
2. Wakil Bupgag;

SUSU I“'datﬂfu
o Sraturan o Naskah Dinas galam bentuk dan

pe"akm&n P‘Eﬂlrﬂan A
dan sustinan g, 22N ditetapgn o9  Sebagal petuniuk

oleh gy
s a pabi serta dalam bentuk
tanggung Jawal;ﬂ.ﬁlj na Materinya sesya| dengan bidang tugas

Imana dimg
ksud huref a ditujukan kepada
Presiden,  Menkaria PE;;""E“ Daerah, Gubermur, Fﬁr:fden. Wakil
: Pimpinan Lembaga MNon
8in Yang dianggap peyy,"S°S3! Kemasyarakatan dan pihak-pihak

Naskah Dinas
1. Peraturan m?mﬂm terdirl dar| .

m - w

10 5urat Perintah pers :
11.Surat F‘Eﬂan;ﬁf””h"m Dinas;
12.Surat Kuasa;
13.5urat Panggilan:
14. Rekomendasi;
15.5urat Izin;
16.Nota Dinas;
17.5urat Undangan;
18.Berita Acara;
19.Laporan;
20.Memo;

21.Berita Daerah;
22.l.embar Disposisl.

3, Sekretaris Daerah

g} Sexretaris Doerah atas nama Bupall menandatangani Naskah Dinas
dalam bentulc dan susunan Peraluran Perundang-undangan yang
bersifat penetapan dan Peraturan Teknis atau petunjuk pelaksanaan
dari kehijaksanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan.

b} Sekretaris Dasrah atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas
dalam bentuk dan susunan surat yang malerinya merupakan penielasan
atau petunjuk pelaksanaan dar satu kebijaksanaan Pemerintah Daerah
yang telah ditetapkan.

£) Sekretaris Daerah menandatangani daskah Dinas sebagas mana
dimaksud huruf a dan huruf b yang ditujukan kepada Pejabat di
Lingkungan Pemerintah Daerah, Pejabat Satuan Kerja Perangkat Dagrah

lain dan plhak-pihak yang dianggap periu.

d} Sekretaris Daerah berdasarkan wewenang jabatannya menandalangani
Maskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat dalam rangka
pengaturan dan atau koorDinasi teknis administratif untuk kelancaran

pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Daerah,

[y b edal chanyan
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palam hal Sa
e) sfas nama ';f:tar&; Daerap,

Surat Edaran;
Surat Biasa;
surat Keterangan,
Surat Tugas;
Surat Perintah;

TN b Ll e

g. Surat Perfanjian:
10.Surat Kuasa;
11.5urat Panggilan:
12. Rekomendas;
13, Surat Melaksans
14, Surat Izin; a0 Tugas
15.Surat Undangan;
16. Teiegram,;

17. Pengumuman;
18. Berita Acara;
19.Laparan.

g) Surat Daerah atas namga
Surat Edaran;
Surat Biasa;

Surat Keterangan:
Surat Tugas;
Surat Perintah;

Sural Perjanjlan:
Surat Kuasa;
Surat Panggilan;
10 Rekon.endasi;
11 Surat T7in;

12 Surat Undangan;
13 Telegram;

14 Radiogram;

15 Nota Dinas;

16 Berita Acara;
17 Laporan;

18 Telaahan Staf;
19 Lembar Disposisi;
20 Memo;

21 Netulen;

22 Surat Pengantar;

4, Asisten

WO oD Oy U g B s

3) Asisten atas nama Sckretaris Daerah menandatongeni Nasksh Dinas
dalam bentuk surat yang materinya memuat petunjuk pelaksanaan

teknis operasional yang menduk
masing-masing satuan organisas
dilingkungan Pemerintah Dagrah.

berhajy
nandata Daer 9N Ag;
pe Nganan Nasikah Dinge sh“ Derdasarian Pemberian  mandat

sten Sekretaris Dasrah
ana dimaksyd huruf .

Surat Perintah Perjaians, Dinas;

wewenang fabiaanys menandstangan |

Surat Perintzh Perjalanan Binas;

ung kelancaran pelaksanaan tugas
i yang ditujukan kepada pefabat

[y b edal chanyan
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o) Aststen berdasarks,
pinas dalam tfgrhm danesu'up-ﬂang fabiag
atau  informas Sunap g, "8

Seba Mena
mendukung F:ﬂlam:amnﬁ:h nE'Ekﬂnra:aLME mamﬁmmmm g

£) ‘"'ﬁtmd E’dﬁzﬂm Wewen, N tugas, veknis Operasional  dalam
inas dalam ng i
El:au infﬂrma.ﬂnmk da;:mnﬁ ‘;:bma"“"ﬂ Menandatangani Naskah
mendukung kelancargy Dﬂaki'::asa"aﬁﬂ ""ﬂt;l;a:::ﬂ'“ﬂ merupakan data
n Cperasional dala
d) Asisten atas nama Sekretaric Dmmhum- -

Surat Bdaran;

Surat Keterangan,
Surat Perintah x

Surat Tugas;

Surat Undangan:
Surat Panggilan;
Pengumuman;
Telegram/ Ead]ngram;
. Laporan;

10. Mota Dinas.

e) Asisten berdasarkan wewena
Dinas :
1. Surat Edaran;
2. Surat keterangan;
3. Surat Perintah;
4, Surat Tugas;
5. Surat Undangan;
6. Surat Panggilan;
7. Pengumuman;
8
9
i0
11

tngani Maskah

W EE =l O L s L T e

" Jabatanmya menandatangani Maskah

Telegram;
. Laporan;
i0. Memo;
. Daftar Hadir;
12. Nota Dinas;
13. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
14, Lembar Disposisi;
15. Telaahan Staf.

5 Kepala Bagian
naskah Dinas berdasarkan kewenangan

2 Kepala Baglan menandatangani mastan = et L ian vang bersifat
tukan dan digariskan
rnﬁn?ghhiagﬁr;knis serta tidak rnekrg;‘;””g r“:ffmmﬂ,mﬁ
jawab yang lebih luas yang ditujukan
dan setingkat ciatasnya.
CLam
b , nama &tasan |Eu‘rg5-'ull"l9 alﬁl: aﬁm?::mnaﬂ
. Kepala Bagian atas o tangani naskan Dinas dalam A
jabatannya dapat menan it kerja intern yang bersangkutan.

surat yang ditujukan kepada Ut

[y b edal chanyan
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.1&5_

menadatangani Naskay Hikmmhm
/teknis senta PMDINan  yang  bersifat
dan setingkat distasanya, - U - tnggung

Surat Pengantar;
PenguMuman:
Telegram,
ml}h‘lil

10. Daftar Hagir;
11. Nota Dinas

2. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

13, Lembar Dispossi;
14,  Telaahan Staf;

15. Laporan
7. Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkup Pemerintah

yang Otujussn KEposd Jasan atau yang setngeat dan atau naskan
Dinas yang isnya menyangeut masalah-masalah  prinsip  atay
MENganoung kit ok sanaan teknis  Soluan  OIganisasl  yano

bersangwutan

Pimpenan Sotuan Organisss atas nama Bupal, menandatangan: ©

B sl LA Pl e

Keputiusali Bupati;

Surat Egaran,

Surat Rasa,

Surat Keterangan,

Surat Tugas,

Sural Penlah, _
Surat Perintah Penalanan Dwnars;
Surat Perjanjan;

g el chatrgmi

-ﬂhmsmnw



~10g.
g, gurat Kuasa:
10. surak Pangallan.
11, Surat Iz;mgg oy
12, S'I.IratUﬂdan
13. Nota Dinas; ol
14, Telegram;
15. Rehnmendag.
16 Pengumuman,-
17. Berita Acara;
18. Laporan,

tangani :
2. Surat Edaran; N Satuan ﬂﬂ;ama
3. Surat Biasa;

4, Surat HEt'E-I'a n;

5 EuratTmagnga
6. Surat Fe.rlmm
7. Surat Peﬂntah
8. Surat Perjanjian;
9. Surat Kuasa:
10. Surat Fﬂﬂggilan;

11. Surat Pengantar:

12. Surat Pernyataan Me

13. Surat Izin; aksanakan Tugas;
14, Pengumumam:

15. Surat Undangan;

16, Telegram;

17. Notulen;

18. Rekomendasi

19. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
20. Lembar Dispasisi;

21, Telaahan Staf;

22, Nota Dinas;

23. Laporan.

WEWENang Jabatannya menanda-

PE"ja‘ dnan Ehﬂas

., Camat menandatanganl naskah Dinas ;
Peraturan Camat;
Surat Edaran;
Surat Blasa;

Surat Keterangan,
Surat Perintah;
Surat Pengantar;
Surat Tugas;
Surat Undangan;
Surat Pengyilan;

. Surat Kuasa;

. Pengumuman;

. Memo;

. Lembar Disposisi;

. Berita Acara;

. Nota Dinas,

. Laparan;

a

b= i LN B ed
HEweNOm s W~

e e
B el M

et bma
=y B ]

[y b edal chanyan
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|7. Nota
18, oflar gt Koy

ah Dings,
g, Kepala Kelurahgy, i
1.

15. Nota Pengaiy

15 Lenmu Dilji'ﬂ:ir;lj'm
1?. HE ﬁﬂ:ﬂra; !
18. Nota Dinas;

19. Laporan;

20. Daftar Hadr:

21, Notulen;

22, idemo,

M5ep ND:

10, Kepala Desa menandatan naskah
1) Peraturan Desa; i o
Z) Peraturan Kepala Desa;

3) Surat Edaran;

4)  Surat Biasa;

5} Surat Keterangan:
B) Surat Perintah;
7} Surat Pengantar:
B)  Surat Tugas;

9)  Surat Undangan;
10} Surat Panggilan;
11) Surat Ferintah Pernjalanan Dinas;
12) Surat lzin;

13) Surat Kuasa,

14) Pengumumarn;
15) Rekomendas:;
16) Nota Pengajuan Konsep;
17) Lembar Disposisi;
18) Berita Acara;

19) Nota Dinas;

20) Laporan;

21) Daftar Hadir;

22} Notuben;

23) Memo.

g el chatrgmi
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G

Kewenangan penanga.,
@bawah Pinginan sgr, [ e nasiy,
naskah Dinas yang Isinya pe Kerjy P'Eranm::s EEE Pejabat saty tingkat

N
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7]
8)
9)

Tsifat fah
askah Dinas dimaksyg g, Biasa/rypin, enandatangari
Surat Keterangan. ah -
5'1-I=I‘at Lﬂﬂa-m;an' 4
Telegram/ Radi :
Bt Acars; oM
Telaahan Staf;
Lembar Disposisi;
surat Penganitar,

Mota Dinas "|"a-|-|g hETﬁifE][ lnmmﬁﬂ

. Fe,ﬂhubuhan Paraf

3
1)

3)

1)

pembubuhan Paraf secara Hia i

Naskah Dinas sebalum gita
harus diparaf terlshin dal_':ﬂihﬁginl oleh pejabat yang berwenang
pimpinan (eselon TILIT 4 Maksmal oleh tiga orang pejabat
tugas pokok dan fy 20 1) untuk fut Bertanggunglawaly karena
s 1T disebl hﬂ“gfﬂlanya 8lau terkait dengan tugasnys, Yakni
eselon ah h kanan kertas, eselon 11 disebelah kanan
yang berwenang menandatangani dan eselon 1 disabelah lkirl darl
nama jabatan penandatanganan,

Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh Sekretaris Daerah unbuk

ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupat! diparaf cleh Sckretaris
Daerah dibubuhkan dibelakang nama jabatan penandatanganan.

Naskah Dinas yang konsepnya dibuat cleh Pefabat yang akan
menandatangani naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf.

paraf pefabat dibubuhkan pada lembar terakhir Masksh Dinas
tersebut, kecuali Surat Perintah Perjalanan Dinas, parar dibubunian
pada lembar pertama. Sedangkan untuk naskah Dinas yang lebih dari
sty halaman, maka pejabat pembuat naskah Dinas memaral setiap

halaman pada sebelah kanan bawah.

Letak Pembubuhan paref pejabat tersehut pada hutir 2
ditentukan oleh Daerah.

diatas

Contoh :

I:—Jm__ T | PARAF ]
T .
—-_._-—-—'_'_._._ _._.—I— i ——

50T l-d.-l- Chal g
ﬂﬂimEr_lﬂnnr'



~10s.
pembububan Pargf Koordings

1) Naskah Dings VNG mater

Membubun paraf oarg'o. C- i 5::[‘: "&Pentingan Unit [ain maks

nas

8 2) Paraf Koordinag dari ”aﬂﬁhmg Wb perfu ikut serta
g o CiseDelah ki gk 15, PoIRaL
G,

YN9  hare, -
Nakutan  dibububkan
ﬂ“ﬂm‘ma'n'“*h:pfh, PIt, dan dibubuhlk

diasannya F'El'iﬂnggm-;gja Mandat, dari ;

» . abat
ditangan yang oo Maleri surat fersey %
inta. o et Pefabat yang mmaﬂdamt E%En?ﬁiﬁ
miberi mandat: S| surat yang dimaksud oleh yang

L

»
. R

#. i

- (urtuk
F&,ﬂ fﬂﬁgﬁzﬁéﬂi ':':?-;Lifm:l_an'l dan huruf kecil) dipergunakan jika
pejabat setingkat diatasnya m;btﬁwanangan menandatangani dari

epada pejabat setingkat hnyal:r kewsnangan penandatanganan

€. Pejabat ad interim (al,ditulls a keci e
jabatan yang akan ditandatangani: ¢ 1 kecll) ditulls dibelakang nama

vang menjadi wewenangnya; g 'S didepan nama fabatan

e. Pelaksana tugas (Pit) dituis didepan nama fabatan yang menjadi
wewenangnys, dipergunakan untuk menglsi kekosongan pimpinan atay
pejabat struktural, yang dikarenakan pejabat struktural definitive
tersebut mendapat tugas keDinasan yang harus meninggalkan kankos
atau berhaiangan karena sesuaiu hal dalam jangka wakiu Lerlenty,

4. Di Lingkungan Instansi Satuan Organisasi

Dalam hal ini pimpinan InstansifSatuan Organisas  melimpahian
wewenang penandatanganan kepada pejabat bawahannya, maka
pengounaan an. dan ub. Adalah sepagaimya adalah ssbagaimana
ketentuan pada butir 1 huruf a, b dan d tersebut diatas.

V. CONTOH PENADATANGANAN DAN PEHGEUH_MH a.n. (atas nama),
u.b (untuk bellau) dan lain sebagainya, sebagal berikut

= -*"_- : - _i--_-“_‘ h

(8] l-d..l. chalrymn
ﬂﬂimEr_lﬂnnr'



2. Pﬂw-’“ﬂaﬂ 'H.I’I.' Eihs, mj

a.n. BUPATT BANTAENG
Sekretaris Dacrah

Pangkat :
NP '

3. Penggunaan “u.b.” {untuk beliau)

a.n. BUPAT] BANTAENG
SEKRETARIS DAERAH
u.b,

4. Penggunaan "R

pit. BUPAT] BANTAENG
GEKRETAR]S GAENANH

NAMA JELAS
Pangkat :
NIP :

I..?ull l-d..l. chalrymn
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Fih. Byp
ATI
SEKRETARs mmi_,
NAMA 3, i
Pangit -
NP
6. Penggunaan "R
Pl Bupam
BANTAEN

SEKRETARIS Dagpy

1. Fenandatanganan raskah Dinas

an. BUPATT BANTAENG
KEPALA/KETUA/DIREKTUR

RAMA JELAS
Pangkat ;
NIP

b.  Oleh Pimpinan Dinas/Badan%Xantar,
KEPALA/KETUA/DINAS/BADAN/KANTOR
NAMA JELAS

Pangkat :
NIP

Qleh Pimpinan Dinas/Badan, ¥antor a@tas nama Bupati,

bl changan
ECII'HEI'_IHHH-



=112.
2. Penggunaan "a,p « (atag Ramay)

a.n, ﬁg:n-n EJW'I‘.AEHE
Mum.hmlﬂwmwmmn

E‘"‘[‘_’IE JE| AS
;ﬂngkat;
P .

a,n.EMﬂAT,,,“_
SEKRETARIS fpagp .00

NAMA JELAS
Pangkat :
NIP

=
i

a.n. KEPALA DESA [ KELURAHAN. .. ..... ...
SEKIRETARIS iots.sevrresersreeossststs

NAMA JELAS
Pangkat ;
NIP :

] hfkeluar
n Pit dan Plh apabila Bupati berhalangan, pergl keluar daera
?E%E:gah Haiji) lebih 7 hari, diperkenankan rnelmunjuk pejabat dibawahnya.
Penulizan Pit dan Plh ditulis didepan jabatan yang dipangkunya.
3, Penggunaan "u.b”

1. BUPATI BANTAENG
2 CEPALA/KETUA/DINAS/BADAN/KANTOR

u.b.

KEPALA SUB DINAS/BAGIAN/SEKSI/BIDANG

NAMA JELAS
pangkat :
NIP .

g el chatrgmi
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RUBAHAN, PEN
o pENGERTIAN TUTAN,

a Yang dimaksyg
suat naskah ﬁ:;’:“ PeMhan et

b. Yeng dimaksud dengy, B kecll, misainy salah ketik.
berlaku lagi SLaty Cabutan ada X
dalam pencatwitar M3skah Dinag Erhn:lah suatl pemyataan tidak

tersedyl, UNg mulal saat ditentukan

c. Yang dimaksud denggp, s

2.TATA CARA MENGUBAp
NASKAH DINAS ¢+ MENCABUT, ATAU MEMBATALKAN

., Naskah Nin yang p
’ {llhalalkﬂnT;ms dﬂ-g::' o ""ﬁ"lgatur apabila diubsh, dicabut atau
Peraturan harus dengan Pmm':}'“ﬁ"- ¥ang sama jenisnya, Misalkan

b. Pejabat yangberhak menentukan perubahan, pencabutzn dan
pembatatan adalah pejabat yang semula menandatangani naskah
Dinas tersebut atau oleh pejabat yang kebih Urgal kedudurannya.

c. Ralat yang besifat kekeliruan kecll misalnya salah ketlk dikeluarkan
oleh pejabat yang menandatangani naskah Dinas atau dapat oleh
pejabat setingkat lebih rendah.

yi. Pokok-pokok Pengetikan Naskah Dinas.

. Ketentuan Umum,

Pengetikan Naskah Dinas dilakukan dengan memperhatikan penggunaan
fngﬂitilr ruang, tepi, alinea, penomaoran, pemberian nomor halaman dan

kata penyambung.

uang i skah Dinas;

| sehlah atas 3 enter :Iibaw:ah gals kop Naskah Dinas

:- :uang ﬁi sehiah bawah 5 enter dari tepi ker':as_sehlah l::.m.-.rah,h s
‘ h kiri 7 sampal 20 ketuk dan tepimkertas sebiah kin;

| sebla _ -
; :Err:g i_i?[;i shiah kanan 7 ketuk dari tagl kertas seblan kanar,

VI SUSUNAN, BENTUK DAN BENTUK NASIAH DINAS.

A. Peraturan Daerah

1. Pengertian. | berbentuk Peraturan
i Na;ﬁ:ﬂh BI!‘IEE Iflang h dan Tugas

Peraturan Daeran adal?‘lng mengatur urusan Otanor ﬁmmdakﬂaﬂaka“
Perundang-undangan, tﬂm ewyjudian kepijaksanaan |Daﬁ}1 menetapkan
Pembantuan,atau untu n yang lebih U LS o ditetapkan

peraturan FE”-'”':!E'"EI_ Lingkungan pemerintah q:aifaat?[?ag'ah‘

sesuatu Organisas! d:gﬂulam juan Dewan Perwakiian

oleh Bupati dengan

[y b edal chanyan
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X

. Pembukaan Peratyran Doe

. Dalam Konsideran mamyg

-114.
Susunan,

1], Kt ponsh VKo
X ra ta .

2). Pembukaan " Doerah S0 dar

3). Isi Peraturan Daarap:

4). Baglan akhir pmﬁlﬂén ,

Kepala Peraturan daerah E:E'ﬂh_

1). Tullsan " PERATYpap O dtas ;

2). Nomor dan Tahun: SEE "
3). Nama Peraturan Deryy, e

¥ang ditudjs = TENTANG *

6). Menetapkar ; Judui,

' t pertimbangan-pertimbangan, mativasi
tujuan yany akan di pe gan, ;
difadikan dasar humﬁmp:‘;:ﬁ;n Fﬁrﬁmﬁi@n yang
Isl Peraturan Daerah terdin atas -
1}, Bab-bab :

fbﬁ:ﬂ;‘]m:r?lp:;riﬁl menjadi Baglan-baglan dan Baglan dapat
2). Pasal-pasal :

Pasal-pasal dapat dibagi dalam ayat-ayat,

Bagian akhir sebelah kanan Peraturan Daerah terdiri atas :
1}, Nam#a tempat ditetapkan;
2). Tanggal, bulan dan tahun ditetapkan;
3). Nama Jabatan Bupati;
4). Tandatangan Pejabat;
5). Nama jelas;
6). Stempel Jabatan.
Dibawah baaian tengah herturut-turut giuls -
1). " Diundangkan dalam Lembaran Daerah i
2). Menyebutizan Nomor, Tahun dan Sen;

o T | diundanghkan;
ii. T:anbg;an LEm;gran Daerah, Tahn, Nomar;
5). Sekretaris Daerah;

6. Tandatangan Sekretaris Daerah; _
?g. Nama jelagﬁ Sekretaris Daerah {berkut Pangkat dan Nip)

Untuk Salinan ditulis | —
. Disalin sesuai dengan asiiEye

é'i géskarﬂaris Daerah atau an. cokretaris Dacrah

3). Nama Pejabat, Pangkat dan Nip.

g el chatrgmi
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t Hmﬂfﬂ.ﬂtﬂ“gamn
5, Peraturan Daerah ditanggy,
y, Peraturan Dacrah dihyy dﬂ::“"’“ Bupay,
paerah dan bertuliskan ppmmk:‘t;‘
¢, Keabsahan salinan Peraturan Doer abupaten Rartaen
pPaerah Kabupaten, "

;, Bentuk / Model dan Pengetikan Naskah Dinas Peraturan Daerah

l.:lull I-:I..l.. chalrymn
wﬂlﬂ.‘lsl’_-'ll'llf'



